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<p>Tesisini membahas mengenal tanggungjawab direksi dalam konteks terjadinya <em>concerted
action</em> pada kasus kartel kenaikan harga dan hal-hal apa sgja yang harus ditempuh guna menemukan
bukti indikasi terjadinya penetapan kenaikan harga dengan mengacu pada Putusan KPPU No. 04/K PPU-
1/2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 163/Pdt. G/KPPU/2017/PN. Jkt.Utr. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya, yang
diperoleh melalui studi dokumen. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, <em>concerted
action</em> dapat dibuktikan dengan bukti komunikasi secara langsung dengan didukung bukti elektronik
sebagai bukti yang sah dalam pengadilan. Kedua, pemeriksaan untuk membuktikan penetapan kenaikan
harga melalui <em>concerted action</em> yang dilakukan tidak cukup sebatas dengan pendekatan <em>per
seillegal</em>, melainkan membutuhkan pendekatan <em>rule of reason</em>. Ketiga, adapun tindakan
<em>concerted action</em> yang dilakukan oleh direksi Y amaha tersebut merupakan perbuatan melawan
hukum karena telah tidak mengindahkan <em>fiduciary duty </em>sehinggadireksi dapat dikenakan
pertanggungjawaban pribadi.</p><p> </p><p>Kata kunci : <em>Concerted Action;</em> <em>Rule Of
Reason</em>; Tanggung Jawab Direksi</p><hr /><p>This thesis discuss about the responsibilities of
director in the context of the occurrence of a concerted action in case of price fixing and what must be taken
to find evidences of an indication of the price fixing with reference to KPPU Decision No. 04 / KPPU-I /
2016 jo. North Jakarta District Court Decision No. 163/ Pdt.G / KPPU / 2017 / PN. Jkt.Utr. This study used
normative juridical research methods with secondary data as the source of the data, obtained through
document studies. From the results of the research, it can be concluded that: First, concerted action can be
proven by evidence of direct communication supported by electronic evidence as avalid evidence in the
court. Second, the examination to prove the determination of price fixing through concerted action is not
enough to be limited to the per seillegal approach, but requires a rule of reason approach. Third, the
concerted action carried out by Yamaha directorsis an act against the law because it has not applied
fiduciary duty so that directors can be subject to personal liability.</p><p> </p><p><em>Keywords:
Concerted Action; Rule Of Reason; Directors Responsibility</em></p><p> </p>
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